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NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 17 TAHUN 1993
TEMTANG

IN FEMANFAATAN KAYU DAN  BUKAN  KAYU
FPaDa HUTAN MILIK DAN HUTAN LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAGN YANG MAHA ESA
YEPALA DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR,

HBahwa butan sebagai sumber davae alam havati dan
ekosistemnya memnpunyai kedudukan dan peranan
penting bagi kehidupan manmusia, sehingga perlu
dikelala dan dimanfaatken serara lestari,
selarag, serasl dan seimbang bagi kespiateraan
masvarakat

Bahwa upaya konservasi sumber daya alam dan
ekosistemnya merupakan kewajiban mutlak dari
selurubh warga masyaraicat

batwa dengan berlakunya Keputusan Presiden MNomor
41 tahun 1993 tentang Pengenaan, Pemungutan dan
Pembsgien Iuran Hasil Hutan maks Feraturarn Daerah
Propinsi Daerah Tingkat 1 Musa Tenggara Timur
Namor 3 tahurn 1986 perlu dicabut dan disesuaikan
dengan nerkembangar keadaan dewasa ini 3 '

Pahwa sehubungan dengan hal tersebut maka, perlu
menetagkan Peraturan Raerah Propinsi @ Dasrah
Tingkat I Nusa Tenggara Timur tentang Izinm

FPemanfaatan Kayu dan bukan kayw pada Hutan Milik
darn Hutan lainnva . n

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentamg Pokok-~
Pokok  Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara
Republik Indomnesia Tahun 1974 Namor 38, Tambahan
Lembaran Megara Republii [ndonesis domor 3I037)
brndang-undang Nocmor &4 Tahun 1958 tentang
Pembentukarn Daerah-deerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Tiamur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1938 Nomor 115,
Tambabhan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor
1&849) ;

3, Undang-undang Nomar ....

[



1a.

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tertang §

Undang-undang Nomor &9 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-~daerah Tingkat 11 dalan
wilavah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa;
Tenggara Barat den Nusa Tenggara Timur {(Lembarani
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,%
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia MNo.d
16353) k

Undang-undang Nomor 5  Tahun 1960 tentang
Feraturan Dassr Pokok—-pokok Aararia {(Lembarani
Negara Republik Indonesia Tahun 1940 Nomor 104,33
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momarid
2C43) 3

Netentuan - ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaranf"
Negara Republik Indonesia Tabhun 1267 Nomaor B,!
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor:g
2823

tindang-undang Nomar 4 Tahun 1982 tentang 'F
Ketentuan - ketentuar. Fokok Pengelonlaan i
Lirngkungan Hidup (Lembaran Negara Republik ¥
lndonesia Tahun 1982 Nomor 1Z, Tambahan Lembaran §
Negara Republik Indonesia Nomor 3215) : ]

Undang - wundang Nomor 5% Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnys
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 489
tabun 1990 Tambahan Lembaran Negara Nepubliv §
Iindonesia Nomor 34i9) :

Faraturan Pemerintah dMomor &4 Tahoen 1237 tentang
Penyerahan Sebagian Urwsan Pemerinbsabhan Pusat  di
Lapangan Perikanan Laut. Kehutanan dan Karet
Rakvat kepada Daerah-Daerah Swatanbtra Tingkat I
{Lembaran Nzgara Repoublik Indonesia Tahun 1957
Mamor 169, Tambazhar Lembararn Negara Republik
Indonesia Nomore 149C) 3 ' 1

Penarikan Urusan Kebhutanan dari Daerah Kabupaten
ke Propinsi di Wilayah Indonesiz Bagian Timur
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahune 1948
Namaor 10 )} 3

RPeraturan Pemerintah Nomor & Tahun 1968 tentang A

Peraturan Pemerintah bomor 28 Tahun 19895 tentang
Perlindungan Hutan {(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomar 39 Tambahan Lembaran
Negara Republik Tndonesia Nomor 3294) ¢

11. Keputusanm .......
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11. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1590 tentangf
Pengelolaan Kawasan bLindung 3 '

12. Keputusan Preciden Nomor 2 Tabun 1951 tentang
Perubahan Keputusan Presiden Namor 30 Tahun 1590 7
tentang Pengenaan FPemungutan dan Fembagian Iuran
Hagsil Hutan 3

13, Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1993 tentang
Pengenaan, Pemungulan dan Pembaglan luran Hasil
Hutan 3

14. BSurat Keputusan Menteri Kehutanan Namor 194/Kpts- é
11/1986 tentang FPetunjuk Pengerjaan Hutan 5
lainnya 3

15. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor I33/Kpts-
I11/1986 tentang Penetapan Hadius /7 Jarak Larangan
Fenebangan Pohon dari Mata Ailr, Tepi Jurang,
Waduk, Danau, Sungai dan Anak Sungal dalam
Hawasan Hutan, Hutan Cadangan dan Hutan laioanya

16, Keputusan Menteril Fehutanan Nemor
402/kpts/IV/1990 Jo sk Nomor 925/Kpts-11/71991
tentang Tata Usaha Kayu i

Dengan persetuiuan Dewan Perwakilan RakvaL Daerah Propinsi
Pdrerash Tingkat I Musa Tenggara Timur,

MEMUTUSKANM -

tenetaphan @ PERATURAN  DAERAH  PROPINSI DRERGH TINGKAT T NUSA !
TENGGARA TIMUR TENTANG IZIN PEMANFAATAN  KAaYU  DAN
BUNMAN KAyl PADA HUTAN MILIK DAN HUTAN LAIMNNYA.

BAB I
KETENTLAN LMUMm
Pasal 1
mlam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

. Dubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1
Musma Tenggara Timur ;
Diras Ketwtenan adalsah Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Tingkat
MNuga Tenggara Timur 3
repala Dinas Kehutanan adalah Kepala Dinas hehutanan Propinsi
Cagraly Tingkat 1 Nusa Tenggara Timur
Copati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat 11
dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur
“enale Cabang Dinas Kehutanan adalab Kepala Cabang Dinas
hahutanan Prapinsi Daerah Tlnqut I Nusa Tenggara Timur 2
Hetan Milik ialah Hutan yang tumbub diatas tanah yvang dibabanli
Fmak milik / Gambar Situasi ;
Hutan leinnya ialab hutan yang berada diluar kawasan hutan dan
bukan hutan cadangan ;

P T

h., Kas Daerah . ....ceeeeeer.
_.3._
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Kas Daerah adalah Kas Pemerintahan Propinsi Daerah-Tingkat' 1

Nusa Tenggara Timur 3

Izin adalah wewenang tertulis untuk memanfaatkan kayu dan
bukan kayu yvang berada didalam hutan milik dan hutan lainnya ;
Bukan kayu adalah hasil hutan bukan kayu

Pemanfaatan adalah kegiatan penebangan/pengumpul an dan
pengangkutan kayu dan bukan kavu ‘

Penyidik Fegawal Negeri Sipil adalah Pegawal Negeri Sipil yang
melakukan tugas penyidikan terbadap pelanggaran atas ketentuan
Feraturan daerah.

FERTIT ZINAN

Pasal 2

Setiap pemanfaatan kayu dan bukan kayu pada hutan milik dan
hutan lainnya balk yang tumbuh secara alamiabh mauvpun tanaman
buatan harus mendapat izin dari Gubernur Kepala Daesrah atau

Peiabat vang ditunjuk.

Tzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal

diberikan kepada percrargan, Yavasan, Koperasi
Hukum lainnva.

ini dapat
atau Badan

Izin dapat diberikan setelah mendapat pertimbangan teknis

dari Kepala Pinas Kehutanan dan Rekomendasi Bupati Kepala
Daerah yang bersanghkutan.

Pertimbangan teknis dari kKepala Dinmas Kehutanan
dimaksud pada avalt (3F)
lkonservasi

sehagaimana
pasal ini harus didasarkan pada aspek
alam dan kelestarian linghkungan secara utuh.

Tidak diperlukan izin terhadap kegiatan - kegiatan :

&. Mencari ranting pchon mati ;

b. Memungut / mengumpulkan kayu bakar yang

melebihi  beban pikul seorang dan

beperluean sendiri tiap hari ;

volumenyva tidak
dipergunakan untuk

c. Menyadap Nira :
d. Pemotengan

Kayu untuk Kepentingan Umum seperti Listrik,
air,

pemboran air bawah tanah dan sebagainya

2. Pengbangan Kayu untuk Keperluan sendiri {Pembamngunan
rumah)} di Hutan Milik dengan jumlah maximum 5 m3.

Pasal 3

{l} Permohonan izin diajukan kepada Gubernur Kepala Daesrah
atau Pejabat yang ditunjuk.

Pemanfaatan kayu dan bukan kayu diberikan setelah

.

diadakan ... euscaarae



diaraken pemeriksaan dari Dinas Kehutanan veng meliputi:
2. Pemeriksaan (sebelum! lapangan meliputi :

a.1. Status tanah

a.2. Potensi kayu

a.%. Pedcana pembhukaan lahan dan penanfaatannya
supaya tidak terlantar.

b. Pemeriksaar Kayu setelah ditebang dan dikumpulhkan
meliputi

b.1. Pengecekan kebenaran asal usul kavu
h.?. Penqukuran kayu dan penetapan volume kayu

FPasal 4

3!} Pemberian izin sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) diatur
3 sebagael besrikut :
a. Izin dibarikan satelah mendapat reromendasi dari  bupatd
kepala Daerah s

tr. Izin untuk pemanfaatan kayu bulat hanya sampal dengan 50
m3 atau hasil bukan kayu sampai dengan 100 ton,
dikeluarkan olenh Kepala Cabang Dinas Kehutanan

c. lzin untuk pemanfaatan kayu Dl m3 sampail 100 m3 atau hasil
bukar kayu 100 ton sampal dengan 200 ton dikeluarkan pleh
tepalas Dimes Hehutanarn

d. Izin pemanfaatar kayu bulat di atas 100 w3 atau hasil
bukan kayu diatas 200 ton, dikeluarkan aleh Gubernur
Kepala Dagrah seteiab mendapat pertimbangar teknis dari
Kepala Dinas Kehutanan

47) Rekomendasi Bupati Kepalse Daerah sebagaimana dimaksud pada
\ avat (1} pesel ini, dapat didelegasikan kepada :

a. LCamat. untuk volume kayuw hbulat sampal dengan 9 m3  atau
frasil! hukan kayw sampal dengan 1¢ ton 3

b. ¥epala Deca / Kelurahan untuk kayu bulat sampai dengan 3
mS atau hasii bukan kayu sampai dengan & ton.,

BARB 111
PEMANFAGTAN DAN PENGANMGKUTAN
Pasal &
Paemanfaatan kayu dan bukan kavu dilaksanakan dengan tetap

memparhatikan aspek  konservasi  dan pelectarian dengan
Letentuan sebagal berikut

a. Bagi areal .....




4. Bagi areal vang mempunyal fungsi produksi dapat dilakukan

dengan cara Tebang Habis atau Tebang Pilih, sedangkan
bukan Kavu dengan cara Hemetik / menvedap Mira, Memguliti
dan s2bagainya ;

b. Baglr ar=al vang mempunyal fungsil lindung dilakuban  dengan
cara Tebany Pirliih, sedaengkan bukan kavu dengan cara
Memstilt / menvadap nivra, Menguliti dan sebagaiinva.

Pasal & 3

(1} Semua kavu dan bukan kave vang akan diangkut ketempat lain

8]
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1)

dalam wilayvah Propinsi Daerah Tingkat 1 Rusa Tenggara Timur;?
harus dilengkapl dengan surat keterangan sabhnya bayu  dan
bukan kavu terssbut,

Persyaratan dan Tata Cars pemberian Surat Keterangan sahnya
kayu dan bDubkan kavu akan diatur lebibh lamiut dengan Keputusan
Gubernur Kepala Daerah. 4

BAB IV

BESARNYA TURAN., TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

Pemegang izin wajib membayar Turan Hacil Fayu dan bukan Kayu
pada saat diterimanva 1zin tersebut.

Besarnya luran hasil kavu dan bukan kavu oitstapkan dengen
memberlakukan secara mutatis-mutanais setiap Lepotusan
Menteri Kehutanan Repouhlir Indonesia terhadan  iuran  hasil
hutarn beserta segala perubahan dan petunjub pelaksanaannya,

Terhadsp setiap izin dan  ateau dokumer vang diteluarkan
dikenakan pungutanr uwang leg®s vyang besarnva disesuaikan
dengan ketentuan vang heriaku.

Passl g

Femangutan Luran Eebagalmaﬁa dimaksud pade pasel 7 Peraturar
Daerah 1ini dilakukan oleh HGendaharawan Fhusus Fenerima
Panvetor atau PemSantu dendanarawan Pernecica Penvetor  yvang
dirtunjuk dengan Surat Keputusan Gubernur repala Dasrah.

Bendaharawan Khusus sebagsimana dimaksud pada avat (1) pasal
ini amenyetorkan seluruvh hasil purmgutsnnva ke Kas Daerah.




(1)

(2)

ﬁ (1)
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B AB Y
PEMBAGIAN [URAN HASIL KAYU DAN BUKAN KAYU
Pasail @
Kepads lnstansi Pemungut darn atau pemungut diberikan insentif
/perangsserg S L dan dianggarkan sstiap tshun dalam anggaran
pendapatarn dan belanja daerah,
Kenada Cinmas Ketutanan diberikan dana pembinaan dam
vengawassan  sebesar 3 Y dari hasil pungutan yang dianggarian
setian tahun dalsm anggaran pendapatsn danm belanja Daerah.
juruh  basil  pungutan setelah dikurangi wang perangsang
rta dana pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimalk sud pada
sal @ avatbt {1} dan (Z) Peraturan Daerah ini, dibagi untuk
evain  tinghkat | sebesar 30 W dan Daerah tingkat Il sebesar
QY.
B.A B VI
PEMBINAAN
Fasal Lo
ffembinaan dan pengawasan atas pelaksesnaan ketentuan~ketentuan
dalam Peraturan Daeranh ini secarsa teknis dilakukan oleh
FKepala Dinaz Kehutanan, sedongkan pembinaan dan pENgAWaS&N
non teknis aleh Gubernur Kegpala Daerah.
B A B VIl
LARANGA AN
Pasal 11

Dilarang melakukan penebangan pohon dan  pembukaan lahan
nads 1

8. tepi mata air dengan radius seburanu-kurangnva 200 o

b, daerah kanan-kiri sungai sekurang-kurangnya selebar 100 m
dan dikanan—kiri arak sungal kurang lebil sehesar 50 o dan

atau  wuntuk sungsi dan  anak surgal pads dasrah  rawa
sekurarg-kurangnva 200 m :

c. tesi waduk / danau dengan radius sekurang-~kuranagnva 500 m
atau salebar tepli waduk / danau vang ada apabila kurang
dari SO0 m 3

d. tepi jurang selebar sekurang-kurangnya Z kali tedalaman
Jurang tersebut.

arang memindeh-tangankan izin ssbagaimana dimaksud pada
asal 2 Peraturan Daerah ini.

o]

Pasal 12 ..o iaincas
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Pagal 1z

Dalam kegiatan pepanfeatarn  bavu  dam takan ravo tidak

diserbolenksn menggunaken aist-aiat mekanis becuail atas wzin §
Gubernur Kepala Daarah., :
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Barang siapa melanggar rveilentuan-koksetusn dimestsod  pDeda
pasa: & avaib (1), pasxl 4. wazal 7 avar (L1, Dasal 1l den
pasal 1T Feraturan Dagrah 10i., diesrcam @ pidans  borsungans
selama-~lararve & {@mam) zuwlan 4teu dongs  secanvaik-battealnva

Ro,., 50,000, {(lima pulub »=i1bo ~upiahd,

Tindak o21dana zebzsgarmara disavzud peda avatb (1Y oessl el
adalah colsngaaran., '
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KETENTUAN FERIID AN
Fasal 14

Seliain Peijabat Panyvidivw Ymuim vang bertugas mer, 1d1d T Lndar
pidana. gernyvidikan stas oelasnpuaran Lerbadsn Feratuaran Daeras
ini dapat juge dilabuybarn viss Penvidib Peggawal Mzgeri  Sipid
{RPNED dilimabongan Femerintarn Caeran yang cengaen’
glietaokan sezual dengan gervrocarg-uandangen sang Erlabu.

Facsal 15
Jalam melabsanaran  tuwoes penyldibtan,  penciCliF aLEeosoalrans
dimsbeud dalam nasal 11 MHeraturarn Jasrsh 10l Derwseang !
F . mErar ias laporarn  atau  oeogaduen  deerl SECoany reer b ang

aganva tingek pldana 3

b, sg@lakuikwen tindakar cerfema pads saat fte ditemoal veiadisn
dar melakrukarn pesmeribsaan @

. mervurubl  berhenti s . zarabe diari beglraltz-onya  dan
manerLbss tands pengeral dirl tareanubla g

eararig Lo
s
d, meiakuksen penvitaan hendszx dam atau zuarat 2

e, mamngamilil sicdik ieril dar mematrsgl sesenrang Larsanghs

F. memanagil  wrang  uantulk didenacar  dan
ters2nghka atau saksl ;3
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a. mendatangkan searang ahii yang diperlukan dalam
hubungannya dengan pemeriksaan .perkara i '

h. menghentikan penyidikan setelah merndapat petunjuk dari

Penyvidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau

peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan
selanjutnva melalui Penvidik Umum memberitahakan hal
tersebut kepada Fenuntut Lmum tersangka atau
keluairganya i
i, mengadakan tindakan lain menurut hukum

yang dapat
dipertanggungliawabkan.

B & B x
KETENTUAN LAIN — LATN
FPasal 14

Hal~hal lain varg belum diatur dalam Peraturan Daerah ini

akan diatur lebih lapjut dengan Kegutusan Gubernur Kepala
Daserah sepanjang mengenai pelaksanaannya.
B Q'B X1
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
(1} Dengan berlakunva Perazturan Daersh ini maka Peraturan Daerah

Propinsi Daerah Tingkat 1 Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tabun

1784 tentang Femungutan Hasil Hutan di nyatakan tidak berilaku
lagi.

{2) Peraturan Daerabh inl mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar =setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.



Kupang, 2& Nopember 1923

~=DEMGN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
PROPINSI DAERAH TINGKAT I / NUSA TENGGARA TIMUR,
NUSA TENGGARA TIMUR '

WAKIL M E T U A,
L,/x(//b/ﬂz,g(j/

DRS. DANIEL ADQE HERMAN MUSAKABE
Disahkan ocleh Diundanagkan dalam
Menteri Dalam Negeri dengan Lembaran Daerah Propinsi Daerat
Keputusan Nomor ..... e et e Tingkat I Nusa Tenggara Timu
Tanggal ..... oo e e Nomor ..... erere TANUN ..ot anas,

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

Drs.SOEWIGNJO
PEMBINA UTAMA
NIP.OIDO3IASS7




PENJEL ASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH PROFPINSI DAERAH TIMGREAT |
NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 17 TAHUN 1993

TEMTANG
IZIN PEMANFAATAN  KAYL  DAN BUKAN  KAYL
PODS HUTAN MILIK DANM HUTAN LAINMNYA

A, PENJELASANM UMt s

Sumber dava alam havati dan elosistemava vang mempunvyali

kedudubkan serta peranan penting bagi kehidupan adalah karunis
Tuhan Yang Maha Esa. sehingus harus dikelola dan dimanfaatkan
secara lestari, selaras, serasi dan seimbang. bagi kesejateraan
masyarakat masa kini mauounimasa depan. Sumber dava alam
havati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari
sumber daya alam yang berupa alam hewani. alam nabati ataupun
fenomena alam vang merupakan pembentuk lingkungan hidup vang
kehadirannva tidak dapat diganti.
Olet karena itu mempunval kedudukan dan oeranan penting bagi
kehidupan manusia, sehingga upaya konservasi sumber dava alam
bayati dan ekosistemnya menjadi kewajiban mutlak dari seluruh
masyarakat., '

Pada dasarnya Kawasan Hutan vang disebut hutan Negara
adalah HKawasan Hutan yang menjadi Hak Negara atauw disebut
Hutan Tetap. Sedangkan bhutan vang berada diluar Yawasan
disebut dengan Hutan lainnva dan Hutan Milik {Hutan vang
tumbuh  diatas Tanah hak milibk (Undang-Undang Nomor S Tahun
1257 tentang pokok pokok Kehutaran).

- Berdasarkan Feraturan Pemerintah MNomor &4 Tahun 1957
tentang penyerahan sebagian urusan kKehutanan ke Daerabh-
Daesrah Yo Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 19468, Hutan
milik dan Hutam lainnya pengurusannya diserahkan hkepada
Baerah Tingkat T.

- Pemungutan Hasil hutan Kayu ditanmah milik berdasarkan
Surat Mentera Kehutanan Republik Indonesia hMomor
1832/ Menhut—-1IV/8% tentang Pemberian Izin Pemungutan Kavu
pada tarnah milik diserahkan Kepada Gubernur ¥egoala Daerah
Timgkat [. Selanjutnya dengan Surat Menteri Kehutanan
Nomor 43%/Menbut-11/52 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin
Pemungutan pada tansh milik disarankan agar Pemanfaatan
Fayu vang tumbuh ditanah milik diatur dengan kKeputusan
Gubernur kKeoala Daerah.

~ Berdasarkan .. .vesrveaan



- Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tal
1983 tentang Peraturan Daerah Ubahan bahwa Sen
tarif/perizinan tidak boleh diatur dengan Kemutus
Gubernur, jadi harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Disamping ity Pelaksanaan Pembinaan terhadap Hut
.ainnya berdasarkan Surat Keputusan Menhut 1?4/KPTS—IJE
tentang Petunjuk Pengerjaan Hutan lainrya dilaskukan ol
Subernur Kepala Daerah. 3

- Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 402/KPTS-IV
vang mengatur tentang Tata Usaha Kavyu diatur mengenai ti
cara Perngusahaan Kayu vang prinsipnva sama dengan Tota Usd
Hutan bukan kayu.

- Peraturan tersebut dikeluarkan sebagai tindak lanjut  dif
Keputusen Fresiden Nomor 3 Tahun 1990 vang telah diubl
dengan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1991 dan keputus
Presiden Nomor 41 tahun 1993 tentang pengenaan  Pemungutd
dan Pembagian THH. ' g

- Sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nog
403/ KPTS~IV/90 tentang tata cara Pengenaan, Pemungutan 4
Pembagian Turar Hasil Hutan tarif Iuran diatur oleh Mente§
Kehutanan tiap tabun secara mutatis mutadis. }

- Dalam irangka wuntulk membantu Otonomi di Daerah Tingkat ¥
maka hasil tersebut dibagi &0 % untuk Daerah Tingkat I1 d¢
40 %4 untuk Daerabh Tingkat I,

Berhubung Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 %1
Ternggara Nomor - 3 Tahun 198& bertentangan dengan Keputu
Presiden nomor 30 Tahun 1990, maka Peraturan Daerah terseh
paerlu dicabut damn dibuat Peraturan Daerah baru tentamng iz
pemanfaatan kayu dan bukan kayu pada hutanr Milik dan hﬂ%
lainnvya.

B. PENMJELASAN FABAL DEMI PASAL

Pasal 1 hurut a s/d & : cukup felas

nuraf f : Yana dimaksud dengean  butan mily
adslah
Hutan percorangan/ Badan Hakum ya
memnpunyai gsertifikat atau Sur
Keputusan hak /Gambar situasi at

keterangan Kepala Desa.

Huruf g..... .00
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Hutan laimpva adalah hutan vanog berada
diluar kawasan hutan atau diluar hutan
cadangan vang dikelola perorangan,
kelaompak masyarakat, dibebani hak guna
usaha, tanah—tanah terlantar lainnya
yang ditumbuhi pohon-pchonan.

cukup jelas.

bukan kayu adalab hasil hutan bukan

kavu antara lain kemiri, asam, sirih

hutan, kavu manis dan kulit kavyuw manis
dan

lain -~ lain.

Yang dimaksud dengan badan hulkum

lainnva ialah Lembaga Keagamaan,

lembaga Rdat dar sebagainya.

Untubk

kepentingan umum, termasuk juga
rumah 2dat dan ABRI masuk Desa.
cukup jelas.
cukup J1elas.
vang dimaksud dengan areal fungsi

lindung adalah areal dengan kemiringan

lebih dari 40 % mudah longsor atau
yang peka terhadap erosi.

cukup jelas.

cukup jelas.

Iuran hasil kayu adalah pungutan yang
dikenakan sebagai pengganti sebagian
niiai intrinsik hasil hutan yanag
dipungut.

cukup jelas.

Bendaharawan Khusus Penerimaan adalah
Pegawal Dinas Kehutanan yang

ditetapkan cleh Gubernur kepala Daerah

sebagal Bendaharawan Khusus Penerima
dan Penyetor, sedanag Pembantu
Bendarawan Penerima adalah Pegawal

Cabarg Dinas Kehutaman yang ditetapkan
nleh Kepala Dinas Kehutanan untuk
menerima iuran Pemegang izin. Pembantu



ayat (2)

Pasal 9@ ayat (1)

Pasal

Pasal

Pasal

ayat {2}

ayat (3)

10
11

12

13

14 «/d 17

14

Bendaharawan Penerima harus menyetord
uang penerimaan seutubnya selambat -§
lambatnya 1x24 jam setelah tanggal
penerimaan kepada Bendaharawan Khususg
Pernerima., Pengiriman dilakukan melalif
Bank Pemerintah atau Girc Pos ke
rekening Bendarawan Khusus Penerimj
karena Penarimaan iuran hasil kayu.
i

cukup jelas.

Uang perangsang di maksud untuk leMRl
menggairahkan semangat keria dalan

‘ranpka intensifikasi, pengawasan,’

monitoring dan evaluasi pemungutan]
iuran hasil kayu. :
Kepala Dinas Kehutanan  diberikas
kewenangan untuk penggunaannya lebik
lanjut.

cukup jJjelas

Pembagian kepada dazrah—daerah
penghasil dimaksud untuk lebibh dapat §
memupul pendapatan asli daerah yam§
bersangkutan guna maningkatkan
pembangunan dalam rangka titik beratg
otonomi di Dati 11

cukup jelas.

cukup jelas.

Penggunaan alat mehkanilis seperti
traktor tidak diperkenankan karens ]
alat-alat ini’ dapat . mendorong |
penebangan vyang cepat dengsn  volum
yang besar dan Jdapat merusal {

lingkungan bila tidak terkendali.

cukup jelas

cukup jelas.




